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ABSTRAK

ARRAHMAN (B11116613), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin,
dengan judul skripsi “Pengelolaan Aset Oleh Pemerintah Kabupaten
Pinrang Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah”. Di bawah bimbingan Hamzah
Halim sebagai pembimbing | dan Fajlurrahman sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Aset Daerah
di Kabupaten Pinrang dalam upaya mendukung fungsi Pemerintahan serta
upaya melindungi Aset daerahnya berdasarkan ketentuan Perda Nomor 2
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Aset Daerah.

Penelitian ini adalah penelitian empiris, sumber hukum vyang
digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yakni di lapangan melalui
pengamatan dan wawancara dengan pihak terkait, serta bahan hukum
sekunder diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan, buku, jurnal,
dokumen, dan arsip melalui penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Pemerintah Kabupaten
Pinrang telah mampu dalam melindungi asetnya dengan pengelolaan aset
yang sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 2020 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan Aset Daerah
Dapat berupa Pengamanan Administrasi seperti sertifikat Kepemilikan,
yang lebih lanjut diatur dalam PerDa Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. (2) Keberadaan tata cara
Pengelolaan Aset telah mendukung pemerintah dalam mencapai sasaran
dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Pengelolaan Aset Daerah
telah membantu pemerintah dalam pencapaian rencananya.

Kata Kunci : Aset Daerah, Pengelolaan Aset, RPIJMD.
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ABSTRACT

ARRAHMAN (B11116613), Faculty of Law, Hasanuddin University, with
the thesis title "Asset Management by the Pinrang Regency
Government Based on Regional Regulation Number 2 of 2009
concerning Management of Regional Property". Under the guidance of
Hamzah Halim as supervisor | and Fajlurrahman as supervisor Il.

This study aims to determine the management of Regional Assets
in Pinrang Regency in an effort to support the functions of the Government
and efforts to protect regional assets based on the provisions of Regional
Regulation Number 2 of 2009 concerning Regional Asset Management.

This research is an empirical research, the legal sources used
consist of primary legal materials, namely in the field through observations
and interviews with related parties, as well as secondary legal materials
obtained from legislation, books, journals, documents, and archives
through library research.

The results of this study indicate that, (1) the Pinrang Regency
Government has been able to protect its assets by managing assets in
accordance with government regulation Number 28 of 2020 concerning
the Management of State/Regional Property. Regional Asset Management
Can be in the form of administrative security such as certificate of
ownership, which is further regulated in the Regional Regulation of
Pinrang Regency Number 2 of 2009 concerning Management of Regional
Property. (2) The existence of Asset Management procedures has
supported the government in achieving the goals and objectives of this
Regional Medium Term Development Plan (RPJMD). Therefore, it can be
said that the Regional Asset Management has helped the government in
achieving its plans.

Keywords: Regional Assets, Asset Management, RPJMD.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan “salah satu entitas dalam
konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (RI) yang diakui
dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, yaitu pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan sesuai dengan undang- undang. prinsip
otonomi dan pengelolaan bersama. Pemerintah daerah menjalankan
otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang secara
hukum ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat (Pasal 18 ayat
(5) UUD 1945).” ! Dasar hukum lahirnya kepala daerah adalah
sebagai berikut:

1. “Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas
pembantuan. daerah membentuk perda.
2. Perda sebagimana dimaksud DPRD dengan persetujuan
bersama kepala daerah.
3. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi
muatan:
(a). penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
dan
(b). penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.
4. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“Provinsi dan kabupaten/kota memiliki urusan pemerintahan masing-
masing dan tidak bersifat hierarkis, namun dalam proses
pelaksanaannya masih terdapat hubungan antara pemerintah pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota. Kecuali urusan pemerintahan. Esensi
dari otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada
daerah.”

! Donna Okthalia Setiabudhi, “Pengelolaan aset pemerintah daerahdalam perspektif
good
governance”, JURNAL PENELITIAN, Universitas Sam Ratulangi, Volume 1 nomor 3, 2019, him.7.
2 .
Ibid, him. 7-8.
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Sejak pelaksaan otonomi daerah melalui Undang-Undang (UU) Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (kemudian diganti dengan UU
Nomor 32 Tahun 2004) dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (diganti dengan UU Nomor
33 Tahun 2004), membawa konsekuensi bertambahnya kewenangan
pemerintah daerah sebagai akibat pelimpahan urusan/wewenang dari
pemerintah pusat Ke pemerintah daerah. Salah satu perubahan yang terjadi
adalah kewenangan dalam hal aset daerah (pemerintah) yang semula banyak
ditangani oleh pemerintah pusat, dengan otonomi daerah, pemerintah daerah
mendapat pelimpahan kewenangan yang besar untuk melakukan
pengelolaan aset negara/pemerintah. Perubahan tersebut meliputi terjadinya
kenaikan jumlah maupun nilai kekayaan negara yang dikuasai pemerintah

daerah yang tadinya dimiliki/dikuasai pemerintah pusat.®

‘Perkembangan pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur
tentang ada Kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan
terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pembagian urusan
pemerintahan  konkoren antara Daerah Provinsi dengan daerah
kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan
Nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintah tersebut. Dalam
Pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara bahwa: Pokok-pokok mengenai pengelolaan uang negara/daerah
diatur dengan peraturan pemerintah setelah dilakukannya konsultasi dengan
bank sentral. Pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan uang uang
negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan
pemerintah pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Pelaksanaan ketentuan
sebagaimna dimaksud ayat (2) yang berkaitan dengan pengelolaan uang
daerah selanjutnya diatur dengan peraturan daerah.”

3 Munaim, 2012, “Kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat”, SKRIPSI, Sarjana limu Sosial dan Politik, Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Terbuka,
Mataram, him. 1.

* Ibid.



Dasar-dasar kewenangan pengaturan antara lain: “dasar kewenangan
atribusi dan kewenangnan delegasi. Antara atribusi dan delegasi terdapat
persamaan dan perbedaan. Persamannya adalah lembaga yang menerima
wewenang bertanggungjawaban atas pelaksanaan wewenang itu.
Perbedaannya adalah pada delegasi selalu didahului oleh adanya atribusi,
sedangkan dalam atribusi tidak ada yang mendahului, pada atribusi terjadi
pembentukan wewenang sedangkan pada delegasi terjadi penyerahan

wewenang.”

Terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Pasal 28 Ayat
(1) UU 1/2004: “Tentang Perbendaharan Negara memberikan dasar
kewenangan terkait dengan delegasi pengaturan dalam Pasal 5 Peraturan
Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah.”®

Dalam sistem desentralisasi kewenangan pemerintah pusat baik
sebagian ataupun seluruhnya dilimpahkan atau didelegasikan kepada
pemerintah daerah, hal ini bertujuan untuk memajukan pembangunan di
daerah dan terciptanya otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena
dengan desentralisasi ini pembangunan di daerah akan semakin terfokus
untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di suatu daerah dan hal ini

juga diharapkan akan menghasilkan manfaat yang nyata, yaitu mendorong

5 .
Ibid.
® Donna Okthalia Setiabudhi, Op. Cit. him. 8-9.



partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta
mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah, dan
memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran
pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang lebih rendah.’

Dalam Pengelolaan Aset Daerah, Kepala daerah dalam hal ini adalah
pemegang kekuasaan umum Pengelolaan Aset Daerah, kepala daerah
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
Pengelolaan Aset Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan
pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Adapun Hak/tugas/wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) sebagai berikut;

Fungsi

1. Legisiasi, berkaitan dengan pembetukan peraturan daerah

2. Anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD)

3. Pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan

peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

7 Ayub Handriadi, 2009, “Analisis Hukum Terhadap Pengguna Anggaran Daerah Tahun 2008 Pada

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (Kalimantan Timur)”, SKRIPSI, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin, Makassar, him.1-2.



Tugas/wewenang

1. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.

2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah

mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang

diajukan oleh kepala daerah.

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah

dan APBD.

4. Mengusulkan:

a

Untuk DPRD Provinsi, pengangkatan/pemberhentian
gubernur/wakil gebernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam
Negeri untuk mendapatkan pengesahan
pengangkatan/pemberhentian.

Untuk DPRD Kabupaten, pengangkatan/pemberhentian
bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
Untuk DPRD Kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil
wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.

Memilih wakil Kepala Daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali
kota) dalam hal terjadinya kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah
daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
Memberikan  persetujuan terhadap rencana kerja sama
internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah

dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.



h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan
daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat
dan daerah.

I. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

] Melaksnakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam

Peraturan perundang-undangan.”

Semua Dinas di Kabupaten Pinrang merupakan instansi
pemerintah yang di dalamnya terdapat berbagai aktivitas- aktivitas
pemerintahan. Untuk menunjang pelaksanaan tugas pegawai maka
kantor-kantor dinas ini membutuhkan berbagai bentuk Aset tetap (Barang
Milik Daerah). Dinas-dinas di Kabupaten Pinrang berjumlah 18 dinas yang
meliputi dinas pengelolaan sumber daya air, Dinas Perumahan Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian Dan Peternakan,
Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
Dinas Pertanahan, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum,
Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas
Koperasi & UKM, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan, Dinas periwisata, pemuda dan olah raga, Dinas
Pengendalian  Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan & Perlindungan Anak, serta Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Puntu DPMPTSP.



Dalam menjalankan kewenangannya yang diberikan oleh
pemerintah pusat masih banyak ditemukan penyalahgunaan kewenangan
dilakukan dalam mengelolah Aset Milik Daerah. Salah satu
penyalahgunaan kewenangan Aset Daerah adalah seperti penelantaran
Aset Daerah, menggunakan Aset Milik Daerah untuk kepentingan pribadi,
serta penyalahgunaan kewenangan dalam pencabutan hak yang sudah

diberikan atas hak pemakaian.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, Khususnya di Kabupaten Pinrang
yang merupakan daerah dengan luas wilayah mencapai 1.962 km2
beserta Aset Daerah yang dimilikinya, dan kurang lebih 80% dari
komposisi Aset Daerah berbentuk Aset tetap yaitu tanah dan bangunan.
Namun, selama ini Pengelolaan Aset Daerah di Kabupaten Pinrang
kurang diperhatikan sehingga Pengelolaan Aset Daerah juga kurang
optimal. Sebagai daerah otonomi, Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang
berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Mengenai Aset daerah
Pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun
2009 yang mengatur Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pemerintah Kabupaten Pinrang. Di Dalam Peraturan tersebut
menyebutkan administrasi serta tata cara Pengelolaan Barang Milik
Daerah. Selain itu Pemerintah Kabupaten Pinrang juga mengeluarkan
Peraturan Bupati Pinrang Yang Mengatur Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola
Keuangan Dan Aset Kabupaten Pinrang. di dalam peraturan tersebut

menyebutkan Tugas Bidang Aset yaitu Penggunaan, Pemanfaatan dan



mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati
Pinrang Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah. Dengan tugas
dan fungsi ini, pengelola aset daerah menyusun rencana lalu
melaksanakan rencana untuk selanjutnya aset daerah ini dimanfaatkan

kegunaannya di Kabupaten Pinrang.

Wujud nyata keseriusan pemerintah Kabupaten Pinrang mengenai
Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) ini dituangkan dalam PP
No. 6 Tahun 2006 yang diperdalami menjadi PP No. 38 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang merupakan
Peraturan turunan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara. Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2006, Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah meliputi kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan
Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan
dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan,

Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian.

Pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah “bagaimana
pengelolaan aset negara di setiap penggunaan barang menjadi lebih
akuntabel dan transparan, sehingga aset tetap (Barang Milik Daerah)
mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk menunjang

fungsi pelayanan kepada masyarakat/stake-holder.”®

8 Ibid.



Selain itu dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
dijelaskan tata cara agar Pengelolaan Aset Milik Daerah optimal.
Sedangkan pada Perda Kabupaten Pinrang Nomor 2 tahun 2009 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan
(2). Namun dalam prosesnya ada hal seperti penelentaran Aset Daerah
(Rumah Jabatan Bupati) hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan
mengenai Pengeloaan Aset Daerah Dikabupaten Pinrang padahal
seharusnya sesuai dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 41 Tahun
2019 Tentang Pemanfaatan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang dijelaskan
bahwa Aset Daerah harus dilaksanakan Pemanfaatan Dan Pemeliharaan
Sacara rutin dan diadakan Pengamanan sesuai dengan Aturan yang

berlaku.

Sesuai latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, peneliti
bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai ketentuan pengelolaan
Aset Daerah telah mampu menjamin pemerintah dalam melindungi aset
daerahnya serta pengeloaan aset daerah dalam upaya mendukung fungsi

pemerintahan daerah.



B. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraukan diatas, maka

peneliti mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan Perda Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Aset
Daerah telah mampu menjamin pemerintah dalam melindungi Aset
daerahnya?

2.Bagaimana Pengelolaan Aset Daerah Dalam Upaya Mendukung

Pemerintahan?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan Perda Nomor 2 Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan Aset Daerah telah mampu menjamin pemerintah dalam
melindungi Aset daerahnya.

2. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Aset Daerah dalam upaya
mendukung fungsi pemerintahan.

D. Kegunaan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan lingkup penelitian, maka

kegunaan peelitian ini meliputi:

1. Secara akademis
Secara akademis diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat

memberikan masukan mengenai pengelolaan aset daerah atau kontribusi

10



secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan terhadap

perkembangan ilmu tata negara.

. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat
memberikan pengalaman secara langsung tentang fakta di lapangan
dengan teori yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan serta
sebagai sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya yang relevan atau

berkaitan dengan tulisan hukum ini.

. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pengelolaan Aset Oleh Pemerintah
Kabupaten Pinrang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009
Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah” belum pernah dilakukan
sebelumnya. Hal ini didapatkan dari hasil penelusuran kepustakaan di
perpustakaan Universitas Hasanuddin, terkhususnya Perpustakaan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Peneliti juga melakukan
penelusuran menggunakan mesin pencari google dan repository
perpustakaan dari perguruan tinggi lainnya, dan berdasarkan hasil
penelusuran tersebut tidak ditemukan penelitian yang sama. Adapun
kemiripan penelitan yang ditemukan di lingkungan Universitas
Hasanuddin hanyalah kemiripan penelitian terhadap Pengelolaan Aset
Daerah dengan objek penelitian yang berbeda dengan peneliltian ini,

antara lain:
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1. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Status

Hukum Tanah Aset Daerah Dari Konversi Tanah Belanda Yang
Tidak Disertifikatkan di Kota Makassar yang disusun Oleh Muh. Afif
Mahfud pada tahun 2012.

“‘Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui Status Hukum Tanah
Aset Daerah dari konversi tanah belanda yang tidak disertifikatkan di
Kota Makassar dan untuk mengetahui Pengelolaan Tanah aset
Daerah dari konversi tanah belanda yang tidak disertifikatkan di Kota
Makassar. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian
empiris. Penelitian diatas tersebut melakukan kajian dengan
menggunakan UU No.6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah dalam melihat kasus Pengelolaan Aset Daerah.
Berbeda dengan penelitian ini yang memiliki fokus kajian
menggunakan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 1 ayat (39) dan PP No. 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan penelitian ini memiliki
jangkauan wilayah Kabupaten Pinrang, berbeda dengan penelitian
Muh. Afif Mahfud yang berfokus pada Kota Makassar. Demikian
sangat jelas perbedaannya bahwa penelitian yang telah ada
membahas mengenai status hukum tanah aset daerah yang
dikonversi dari tanah belanda dan tidak disertifikatkan serta cara
pengelolaannya di kota makassar, sedangkan penelitian ini

membahas tentang Pengelolaan Aset Oleh Pemerintah Kabupaten

12



Pinrang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009
Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.”

2. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau Pekanbaru dengan judul Peran Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkalis Dalam Mensertifikasi Aset Daerah Berdasarkan PERDA
No. 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang
disusun Oleh Mukhti Ariansyah pada tahun 2020.

Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah
Daerah Kabupaten bengkalis Dalam Mensertifikasi Aset Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah. Serta untuk mengetahui faktor
penghambat atau kendala Peran Pemerintah Daerah Kabupaten
bengkalis dalam mensertifikasi Aset Daerah Berdasarkan
Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah.

“Penelitian tersebut diatas melakukan kajian dengan menggunakan
PERDA No. 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah. Berbeda dengan penelitian ini yang memiliki fokus kajian
menggunakan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 1 ayat (39) dan PP No. 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan penelitian ini memiliki
jangkauan wilayah Kabupaten Bengkalis di Riau, berbeda dengan

penelitian yang akan dilakukan di Kabupaten Pinrang. Demikian

% Status Hukum Tanah Aset Daerah Dari Konversi Tanah Belanda Yang Tidak Disertifikatkan di
Kota Makassar yang disusun Oleh Muh. Afif Mahfud pada tahun 2012.



sangat jelas perbedaannya bahwa penelitian yang telah ada
membahas mengenai Peran Pemerintah Didaerah Kabupaten
Bengkalis dalam implementasi PERDA No. 4 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, sedangkan penelitian ini
membahas tentang Pengelolaan Aset Oleh Pemerintah Kabupaten
Pinrang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009

Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.”*?

% peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Mensertifikasi Aset Daerah Berdasarkan
PERDA No. 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun Oleh Mukhti Ariansyah
pada tahun 2020

14



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Aset Daerah dan Pengelolaannya
1. Pengertian Aset Daerah

Secara umum Aset adalah barang (thing) atau sesuatu barang
(anything) yang mempunyai nilai ekonomi (economic value), nilai
komersil (commercial value) atau nilai tukar (exchange value) yang
dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu. Pengertian ini pada
dasarnya berlaku pula untuk aset yang dikuasai atau dimiliki oleh negara
berdasarkan syarat-syarat tertentu.!! Aset milik negara sesuai dengan
Undang-Undang. 23 Tahun 2014, Pasal 1 (39) dan PP No. tentang
Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (2) Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah semua harta kekayaan
yang dibeli atau diperoleh dengan biaya APBD atau berasal dari harta
kekayaan lain yang diperoleh secara sah.
“‘Aset dalam hal ini adalah benda-benda dalam berbagai bentuk dan
deskripsi, termasuk bahan mentah, produk setengah jadi, dan
aset/peralatan jadi, yang spesifikasinya ditentukan oleh pengguna
aset/jasa tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan perolehan lainnya
yang sah adalah: Barang yang diperoleh oleh hibah/sumbangan atau
sejenisnya. Pelaksanaan dari perjanjian/kontrak. Diperoleh berdasarkan
ketentuan Undang-Undang, dan Diperoleh berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”?

Aset/barang Milik Daerah merupakan hal yang harus dikelola

dengan baik dan benar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Aset sendiri dapat disebut juga dengan kekayaan daerah, menurut

" poliD Siregar, 2004, Manajemen Aset, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, him.178.
2 Anonim, 2018, Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementerian
Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, him. 3.
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sebagian ahli pengertian harta kekayaan itu meliputi semua kekayaan
daerah, baik yang dibeli atau diperoleh atas biaya Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), maupun harta kekayaan yang berasal dari
kekayaan lain yang sah. Pembelian, termasuk barang bergerak dan
bagian dari APBD. Beberapa atau beberapa unit yang dapat dievaluasi,
dihitung, diukur atau ditimbang, termasuk hewan dan tumbuhan, tetapi
tidak termasuk mata uang dan surat berharga lainnya. 3

Aset/barang Milik Daerah dalam PP No. 28 Tahun 2020 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang jika dirunut dari norma
yang lebih tinggi berangkat dari pengertian dalam UU No. 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara. Adapun yang dimaksud Aset sesuai
dengan pasal 1 butir 11 UU No. 1 Tahun 2004 adalah semua barang
yang dibeli diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah. Aset Milik Daerah dimaksud dapat berada di semua
tempat, tidak terbatas hanya yang ada pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), tetapi juga berada pada Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) atau bentuk-bentuk kelembagaan lainnya yang belum ditetapkan
statusnya menjadi Aset Daerah yang dipisahkan. Sementara itu,
“terhadap Aset/barang Milik Daerah yang statusnya sudah ditetapkan
menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan diatur secara terpisah dari

ketentuan tersebut.”*

B Syamsul Bachrie dan Dkk, 2018, “Pengaturan Dan Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik
Daerah”, Penerbit Nas Media Pustaka, Makassar, him. 1.
14 .
Ibid, him. 2.
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2. Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan aset/barang milik daerah pada dasarnya: “berkaitan
dengan pengelolaan materi dan pengelolaan perlengkapan daerah.
Manajemen materi menurut Serdamayanti adalah proses perencanaan
kegiatan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan untuk kebutuhan
pemilihan sumber, pembelian, pemindahan, penyimpanan dan
pengendalian bahan/produksi.”'® Syamsi berpendapat bahwa:

“peralatan daerah mengacu pada peralatan materil atau milik pemerintah
daerah, dan pengelolaan peralatan daerah atau pengelolaan peralatan
daerah adalah seluruh proses pelaksanaan, termasuk fungsi
perencanaan, penyesuaian, pelaksanaan, dan pengendalian barang.
Milik pemerintah daerah untuk mencapai efisiensi di bidang
perlengkapan. Menurut Lampiran Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah, komoditas daerah dibagi menjadi 19 bidang, yaitu: bidang
pertanahan, bidang jalan dan jembatan, bidang bangunan air, bidang
instalasi, sektor jaringan, sektor konstruksi, sektor monumen, bidang
peralatan skala besar, bidang peralatan transportasi, bidang peralatan
bengkel, bidang peralatan pertanian, bidang peralatan kantor dan rumah
tangga, bidang peralatan studio, bidang peralatan medis, bidang
peralatan laboratorium, bidang buku/perpustakaan, bidang produk pola
seni, bidang budaya, bidang Hewan dan Tumbuhan, bidang peralatan
keamanan. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah juga
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan barang inventaris adalah
seluruh barang yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah yang
penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftarkan dalam
buku inventaris.”16

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan dengan memperhatikan

asas-asas sebagai berikut:

B Nyemas Hasfi, Martoyo, Dwi Hariono, Pengelolaan Barang Milik Daerah, JURNAL PENELITIAN,
Fakultas llmu Sosial Dan llmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2013, him. 3.
16 .
Ibid, him. 4.
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“Azas fungsional. Azas kepastian hukum. Azas transparansi.
Azas efisiensi. Azas akuntabilitas dan Azas kepastian nilai.
Berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 17 Tahun 2007
Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang
Daerah dijelaskan bahwa: Barang Daerah adalah semua
kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang
berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta
bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu
yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk
hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga
lainnya.”*’

Lebih jauh disebutkan Barang Milik Daerah terdiri dari :

“‘Barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Barang yang
dimiliki oleh perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik
Daerah. Barang Milik Negara/Daerah meliputi barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD dan juga barang
yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Adapun barang
yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi : Barang
yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis. Barang
yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.
Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang.
Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”8

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi :1°

o S@Tomeo0oTy

Perencanaan kebutuhan dan penaganggaran.
Pengadaan.

Penggunaan.

Pemanfaatan.

Pengamanan dan pemeliharaan.

Penilaian.

Penghapusan.

Pemindahtanganan.

Penatausahaan.

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

7 bid.
% Ibid.

1% peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
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B. Teori Otonomi Daerah

Dalam sejarahnya Indonesia merupakan negara yang menganut
sistem sentralisasi, atau yang lazim disebut sentralisasi kekuasaan,
namun lambat laum dengan menyadari bahwa sistem sentralisasi
dianggap kurang tepat dalam pengertian tidak efektif, “maka dalam
perkembangannya sistem sentralisasi tidak dapat dipertahankan.”?°

Penerapan otonomi daerah diindonesia pada akhirnya harus
dilakukan, hal ini dapat dilihat dalam praktek pemerintahan diindonesia,
misalnya adanya pemberian wewenang dari pusat kepada daerah yang
diawali pada tahun 1974 dengan mengeluarkan Undang-Undang
Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah yang selanjutnya disebut
UU No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
Kemudian pemberian otonomi daerah ini lebih dipertegas dengan
berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang
kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, UU ini sering juga di sebut sebagai UU Otonomi
Daerah. Kemudian pada tahun 2008 diadakan perubahan kedua atas UU
No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan UU No. 12
Tahun 2008 dan dipertengahan tahun 2014 dirubah menjadi UU PEMDA
2014 .2

Dalam kamus Bahasa Indonesia kata “Otonomi” mengandung arti

pemerintahan sendiri. Secara etimologis kata otonom berasal Dari akar

78.

2 vieta Imelda Cornelis, 2016, Hukum Pemerintahan Daerah, Aswaja Pressindo, Surabaya, him.

! 1bid, him. 79.
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kata Bahasa latin autos dan nomos. Autos artinya sendiri dan nomos
bermakna aturan sehingga gabungan kedua akar kata tersebut
dimaknakan sebagai memerintah sendiri atau pemerintahan sendiri yaitu
kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri. Kemudian
dihubungkan dengan kata daerah, ia akan menjadi otonomi daerah.
Kewenangan yang didapat daerah ini diperoleh dari penyerahan
sebagian kewenangan pusat sebagai bentuk pemencaran, “hal ini dapat
dilihat di dalam pasal 10 ayat (3) UU PEMDA 2004."%2

Syariff Saleh mengatakan Otonomi itu sebagai hak mengatur dan
memerintah daerah sendiri. Atas inisiatif dan kemauan sendiri, dimana
hak itu diperoleh dari pemerintah pusat.?® sedangkan menurut Soepomo:
“‘Otonomi Daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan
regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri-sendiri, dalam kadar
Negara Kesatuan. Tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang
berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain. Karena itu, pemerintah harus
menjauhkan segala urusan yang menguniformisir seluruh daerah
menurut satu model.”?*

Otonomi berarti kebebasan dan kemandirian, tetapi bukan
kemerdekaan. Kebebasan atau kemandirian yang terbatas merupakan
bentuk pemberian kesempatan yang harus diperhatikan. Oleh karena itu,

arti penting pemberian tugas terletak pada jumlah pekerjaan yang harus

? Ibid, him. 80.

2 Edie Toet Hendratno, 2009, “Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme”, Graha limu,
Jakarta, him. 63.

** Rosali Abdullah, 2003, “Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu
Alternatif”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 11-12.
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diselesaikan dan kewenangan untuk melaksanakannya, serta
kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menentukan
berbagai penyelesaian tugas. Penyelesaian tugas-tugas tersebut tidak
lepas dari daya pikir dan pengambilan keputusan ke dalam suatu
kebijakan otonomi daerah, yaitu kebijakan nasional yang mengatur dan
mengurus pemerintah daerah sesuai dengan arah kebijakan yang
ditetapkan oleh kebijakan nasional.

Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi
daerah maka peerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk
menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Karna di era
reformasi ini sangat dibutuhkan sistem pemerintah yang memungkinkan
cepatnya penyaluran aspirasi rakyat, namun tetap berada dibawah

pengawasan pemerintah pusat.?®

C. Pencatatan Aset

Pembukuan adalah “kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang
milik daerah dalam persediaan barang-barang yang tersedia bagi
pengguna barang dan pengelola barang.”?® Tujuannya untuk mencatat
secara akurat semua barang daerah di bawah kendali pengguna barang
dan di bawah pengelolaan barang. Pengguna barang wajib mendaftarkan
dan mencatat “barang milik daerah dalam Daftar Barang Pengguna

(DBP) atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Daftar Barang

% Vieta Imelda Cornelis, Op. Cit. him.82-83.
*® bid.
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Pengguna (DBP) atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) berisi
daftar data barang yang dimiliki oleh setiap pengguna.” Pengguna
barang yang mendaftarkan dan mencatat Kartu Inventaris Barang (KIB),
Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. Pembantu pengelola
mengoordinasikan pencatatan dan pendaftaran barang daerah dalam
buku inventarisasi atau Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

Selain itu, terdapat kegiatan Investarisasi dalam proses pencatatan
Aset Daerah. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152
Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, inventarisasi
adalah kegiatan atau tindakan untuk menghitung, mengelola, mengatur,
mencatat data dan melaporkan barang yang digunakan. Melalui kegiatan
inventarisasi, disusun buku inventaris, yang menunjukkan semua aset
daerah tersebut, termasuk barang bergerak dan tidak bergerak. Data
yang terdapat dalam buku inventaris meliputi jumlah, spesifikasi barang,
bahan, asal/cara memperoleh barang, ukuran barang, satuan, kondisi
barang, jumlah dan harga barang, serta keterangan.

Dalam pencatatan aset daerah juga dilakukan kegiatan tahunan
yaitu sensus aset daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang mengatur bahwa
pengelola dan pengguna wajib melakukan sensus barang milik daerah
setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventarisasi dan buku
induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah.

Oleh karena itu, kegiatan administrasi Biro Pengelolaan Barang Milik
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Daerah tidak hanya meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan,
tetapi juga kegiatan sensus barang milik daerah yaitu kegiatan
inventarisasi yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.

“‘Selain itu, kelengkapan Permendagri No. 17 tahun 2017 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah banyak menyebutkan
sensus barang daerah, termasuk pengelolaan penatausahaan dan yang
terpenting dalam bab pelaporan. Penyusunan dan penyampaian laporan
inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaan
Pengguna menjadi tanggungjawab Pengguna dan dilaporkan kepada
pengelola Barang. Proses pelaporan penyusunan hasil sensus dimulai
dari masing-masing Buku Inventraris Pengguna yang secara serentak

pada waktu tertentu di rekap ke dalam Buku Induk Inventaris oleh
Pembantu Pengelola dan disampaikan kepada Pengelola.”?’

D. Pejabat Berwenang Dalam Pengelolaan Aset Daerah

1. Pengertian Wewenang
Wewenang dalam Bahasa belanda dikenal dengan istilah

bevoegheid yang senantiasa berada dalam konsep hukum publik
terutama administrasi yang melahirkan wewenang pemerintahan
(bestruurs bevoegheid). Dalam Black Law Dictionary, authority diartikan
sebagai Legal Power; a right to command or to act; the right and power
of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in
scope of their public detuies. Istilah wewenang sebagainya
sebagaimana didefinisikan di atas, merupakan kekuasaan hukum, hak
untuk memerintah atau bertindak, haka tau kekuasaan pejabat publik
untuk memenuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban
publik bagi pemerintah. Sumber wewenang pemerintahan dapat berupa

atribusi, delegasi, dan mandate. Atribusi dalam Bahasa Latin berasal

 bid.
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dari kata ad tribuere artinya memberikan kepada. Wewenang atribusi
berarti wewenang yang memberikan atau ditetapkan untuk jabatan
tertentu yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Delegasi
berasal dari Bahasa Latin delegare yang artinya melimpahkan. Mandate
berasal dari Bahasa Latin mandare memerintahkan. Mandat
mengandung “makna penguasaan, bukan pelimpahan wewenang.”28
2. Tugas dan Wewenang Pihak-Pihak yang Melaksanakan Pengelolaan
Aset/Barang Milik Daerah
a. Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD
Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah
No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah:

“‘menetapkan kebijakan pengelolaan BMD; menetapkan
Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan BMD berupa
tanah dan/atau bangunan; menetapkan kebijakan pengamanan dan
pemeliharaan BMD; menetapkan pejabat yang mengurus dan
menyimpan BMD; mengajukan usul Pemindahtanganan BMD yang
memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan
Penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya; menyetujui usul
Pemanfaatan BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan
selain tanah dan/atau bangunan; dan menyetujui usul Pemanfaatan
BMD dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.”?®

b. Pengelola BMD

“Sesuai dengan pasal 5 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No.
27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD berwenang dan
bertanggung jawab dalam: meneliti dan menyetujui rencana
kebutuhan BMD; meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan BMD; mengajukan usul Pemanfaatan dan

28 syamsul Bachrie dan Dkk, 2018, Op. Cit. him. 17-18.
29 .
Ibid.
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Pemindahtanganan BMD  yang memerlukan  persetujuan
Gubernur/Bupati/Walikota; mengatur pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD; mengatur
pelaksanaan Pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh
Gubernur/ Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi BMD; dan
melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.”3°

Pembantu Pengelola BMD

“Sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepala Biro/Bagian
Perlengkapan/Umum/Unit adalah pembantu pengelola BMD
bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan
BMD yang ada pada masing-masing SKPD."”3!

Pengguna BMD

Sesuai dengan pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.
27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
kepala SKPD adalah Pengguna BMD yang memiliki kewenangan

dan tanggung jawab sebagai berikut:

(&) mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD
bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

(b) mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan
BMD yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;

(c) melakukan pencatatan dan Inventarisasi BMD yang berada
dalam penguasaannya;

(d) menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

(e) mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam
penguasaannya,

() mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan
BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak

% peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah
! bid.
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memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;

(g) menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang
tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang
dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain,
kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota melalui Pengelola
Barang;

(h) mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMD;

(i) melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas
Penggunaan BMD yang berada dalam penguasaannya;
dan

() menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna
semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang
berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

e. Kuasa Pengguna BMD
Sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milk Daerah:

‘dalam pasal 5 ayat (2) huruf d, Kepala Unit Pelaksana Teknis
Daerah selaku kuasa pengguna BMD, berwenang dan bertanggung
jawab: mengajukan rencana kebutuhan BMD bagi unit kerja yang
dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
bersangkutan; melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang
berada dalam penguasaannya; menggunakan BMD yang berada
dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya; mengamankan dan
memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya; melakukan
pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada
dalam penguasaannya; dan menyusun dan menyampaikan Laporan
Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang
Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) vyang berada dalam
penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang
bersangkutan.”3?

f. Pengurus BMD

“Sesuai Permendagri No. 17/2007 Pasal 6 ayat (7), Pengurus barang
bertugas mengurus BMD dalam pemakaian pada masing-masing
pengguna/kuasa pengguna. Sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam
Pasal 6 ayat (6), Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan

* Ibid.
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dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa
pengguna.”3

E. Pemanfaatan Aset Daerah

Pemanfaatan yang dimaksud adalah penggunaan barang milik daerah
dalam bentuk pinjaman, sewa, kerjasama pakai, sewa, kerjasama
pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna tanpa mengubah
status kepemilikan tanpa mengikuti tugas pokok dan fungsi SKPD.
Penggunaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan,
kecuali tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh pemakai setelah
mendapat persetujuan pengurus, “dilakukan oleh pengurus setelah
mendapat persetujuan pengurus. penanggung jawab daerah.”* Jenis-
jenisnya termasuk:

1. Pinjam pakai

Yang dimaksud dengan pinjam-meminjam adalah penyerahan
hak guna barang milik daerah kepada instansi pemerintah. Pemerintah
daerah ditetapkan dengan kesepakatan.Tidak ada ganti rugi yang
dipungut dalam jangka waktu tertentu. Setelah habis masa
berlakunya, barang milik daerah dikembalikan kepada daerah
(pemerintah).3®

2. Penyewaan
Penyewaan merupakan penyerahan hak  pengguna/

pemanfaatan kepada pihak ketiga, dalam hubungan sewa menyewa

* Ibid.

** Verinika Mulalinda, Steven J. Tangkuman, “Efektivitas Penerapan Sistem Prosedur Akuntansi
Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro”, JURNAL
PENELITIAN, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol. 2 No. 1, Maret 2014,
him. 527-528.

* Ibid.
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tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau
tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara
berkala.

3. kerjasama pemanfaatan

Dalam rangka optimalisasi ketersediaan dan kegunaan barang
milik daerah, bekerja sama dengan pihak lain dalam pemanfaatan
barang milik daerah untuk menambah/menambah pendapatan daerah,
dan kerjasama pemanfaatan tanah dan/atau barang milik daerah
berupa bangunan gedung merupakan bagian dari tanah dan/atau
bangunan, selain tanah dan/atau bangunan, masih digunakan oleh

pemakai dan barang daerah.
4. bangun guna serah

Yang dimaksud dengan bangun guna serah adalah pihak ketiga
menggunakan tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah
untuk mendirikan bangunan siap pakai dan/atau menyediakan,
menambah, dan menggunakan sarana dan fasilitas lain di atas tanah
dan/atau bangunan tersebut dan menggunakan. dalam jangka waktu
tertentu. Setelah lewat jangka waktu tersebut, tanah dan bangunan
dan/atau fasilitas lainnya beserta kelengkapannya dikembalikan

kepada pemerintah daerah setempat.3®

5. bangun serah guna

* Ibid.
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bangun serah guna adalah penggunaan tanah dan/atau
bangunan milik pemerintah daerah oleh pihak ketiga, pembangunan
bangunan siap pakai dan/atau penyediaan atau penambahan fasilitas
lain di atas tanah melalui pihak ketiga, dan /atau penyerahan kepada
daerah untuk digunakan setelah pembangunan selesai Tanah dan
bangunan dan/atau sarana dan prasarana lain yang akan digunakan
oleh pemerintah daerah dikembalikan kepada pihak lain untuk jangka
waktu tertentu. Dinas Pelaksanaan Pemanfaatan Aset Daerah
(DPPKAD) melaksanakan tanggung jawabnya dan menghitung aset
daerah yang digunakan yaitu “pinjam pakai, penyewaan, bangun

serah guna, bangun guna serah”.3’

F. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Jika melihat kembali pengelolaan barang milik Negara Republik
Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, sebagai barang milik negara
yang dikelola oleh berbagai departemen, pengelolaan barang inventaris
tersebut telah berubah sesuai dengan kebutuhan perkembangan
manajemen administrasi nasional dan kemudian dikeluarkan

aturan/pedoman berikut;

1. “INPRES 3 Tahun 1971, diikuti dengan dikeluarkannya Surat
Keputusan Menteri Keuangan No. Kep.225/MK/V/471 tentang

Pedoman Pelaksanaan tertib administrasi kekayaan Negara, dan

* Ibid.
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barang daerah otonomi terpisah dari/tidak termasuk kekayaan

Negara.

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974; tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah, diikuti dengan diterbitkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri sebagai berikut;

a. Nomor 4 Tahun 1979; tentang Pelaksanaan Pengelolaan
Barang Pemerintah Daerah; jo. Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 020-595 Tahun 1980; tentang Manual
Administrasi Barang Daerah.

b. Nomor 7 Tahun 1997; tentang Pedoman pelaksanaan
Barang Pemerintah Daerah, jo. Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 32 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi
Barang Daerah.

3. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999; tentang
Pemerintah Daerah, yang diikuti oleh diterbitkannya Keputusan
Menteri Dalam Negeri sebagai berikut:

a. Nomor 11 Tahun 2001; tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Daerah.

b. Nomor 152 Tahun 2004; tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Daerah

4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004; tentang Pemerintahan

Daerah.”

Selain itu,
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“‘dalam pengelolaan barang milik daerah sebagai suatu perwujudan dari
rencana kerja keuangan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah
dalam tahun anggaran yang bersangkutan selain berdasarkan pada
ketentuan-ketentuan umum yang berlandaskan pula pada : Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-
undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen
Barang Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003
tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah; Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pegelolaan Keuangan
Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.”38

Berdasarkan Peraturan-peraturan yang telah dijabarkan maka
dalam hal ini Kabupaten Pinrang mempunyai kewajiban untuk ikut serta
dalam mendukung program pemerintahan pusat demi kemajuan
daerahnya dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009

Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pinrang.
Didalamnya diatur wewenang pengelola Aset Daerah seperti:

1. Wewenang dan tanggungjawab atas pembinaan dan
pelaksanaan pengelolaan Barang/Aset Daerah berada pada
Bupati.

2. Dalam melaksanakan ketentuan itu bupati bertindak sebagai

pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang daerah.

*8 |bid.
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Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya ini bupati

dibantu oleh:

N

© 0 & W

Sekretaris daerah selaku pengelola.

Kepala biro/bagian perlengkapan/umum/unit pengelola Barang
Milik Daerah selaku pembantu pengelola.

Kepala SKPD selaku pengguna Barang.

Kepala unit pelaksana teknis Daerah selaku kuasa pengguna.
Penyimpan barang milik daerah.

Pengurus barang milik daerah.

Selain itu, terdapat pula tahap-tahap yang telah diperinci oleh

Perda Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik daerah

Kabupaten Pinrang demi kelancaran administrasi Pengelolaan Asetnya,

yaitu sebagai berikut:

©CoNOA~WDNRE

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran.
Pengadaan

Penerimaan

Penggunaan

Penatausahaan

Pemanfaatan

Pengamanan dan pemeliharaan

Penilaian

Penghapusan

10. Pemindahtanganan

11. Kebinaan, pengawasan, dan pengendalian
12. Pembiayaan dan

13. Tuntutan ganti rugi.
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